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Penjelasan Muhammadiyah Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum JI. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
- 10340
di-
DKI JAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor 468/1.0/A/2015 tanggal 9

Oktober 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-
hal sebagai berikut:

y

Berdasarkan Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa “Ormas yang telah berbadan
hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-
Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen)
yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap
diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu
melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini’;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Organisasi Muhammadiyah telah
mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouvernment
BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81;

Mengingat pertimbangan diatas, maka Organisasi Muhammadiyah tidak
perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan

terimakasih.

- An: BIREKTUR JENDERAL
\POLITIK-DAN\PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIS DITJEN,
ER

“TNIP. 19570108 198703 1 001

Yth. Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).
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Jakarta, 3e Juni 2018

Kepada
221/2742 /POLEUM Yth. 1. 8dr. Gubernur se Indonesia
segera 2. Sdr. Bupati/Walikota

se Indonesia

Penjelasan Organisasi di
MuhammadiyahsebagaiBadan Tempat

Hukum

Menindakianjuti surat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah

Nomor 149/1.0/A/2016 tangga | 18 Maret 2016 perihal Penjelasan

Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum dan Reff Surat Direktur Jenderal Polit1k

dan Pemerintahan Umum Nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Oesember 2015

perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagal Badan Hukum, bersama ini Kam-

sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Berdasarkan ketentuan Pasai 83 huruf b Undang-Undang Nemor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas ya ng
telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 84 tentang
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechispersoonii-khetd van
Vereenigingen) yang berdiri sebelu m Prokiamasi Kemerdek'Clan Republlk
Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatua n Repubiix
Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagaiaset bangsa.
tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Int;

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Muhammadiyah telah
resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAN
Nomor: A HU-88 AH .01.07.Tahun 2010 dan Gouvemement beslutt 22 Agust us
1914 No. 81; diubah dengan Gouvemement bes!Uit 16 Agustus 1920 No. 40:

3. Mengingat pertimbangan tersebut. maka Organisasi Muhammadiyah teiah

memilik i Badan Hukum Indonesia tidak perlu mendaftar ulang kepada
Pemerintah dan Pemerintah Oaerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi
Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammad yah sehingga
dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasin.

an MEN.T.ERI DALAM NEGERI
DIF{ T RJENOCERAL
POUTIK AN ERINTA AN UMUM

/
~TH .,/,

T SO'EDARMO
NIP 19590928 20 1507 1001

Pembtna Utarna/lVe

1. ¥th. Bapak Menteri Dalam Neger| (sebaga iaporan)
(,UY*_;’* Katua Umum PP Muhammadiyah



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

JI. H.R. Rasuna Said Kav. 8-7, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor AHU - U 01-01-63f Jjskarta,  111JUL 2016
Lampiran
Perihal . Penjelasan Muhammadiyah sebagai

Badan Hukum

Kepada Yth

Dr. H. Haedar Nashir,M.Si

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
JI. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta

10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/i.0/A/2016 tanggal 12 April 2016

perinal sebagaimana tersebut pada pokok surat. dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Dirskiorat Jendersl Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Anggaran Dasar
Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubemur Jenderal isebaga |
Penguasa telah ditunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia) Noemor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarken Staatblad 4870
Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan
perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementer ian Hukum dan Hak Asas]
Manusia Republik Indeonesia Nomor AHU-88 AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

a . bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang
telah memperokeh pengesahan Gubemur Jendera | Nomor 81 Tangga | 22 Agustus
1914 dan perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23
Juni 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyara katan berbadan
hukum Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagali Badan
Hukum
(Rechipersocnlijkheid);

b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indoresiz sesuai
kewenangannya hanya sebatas memberkan penjelasan terkat status Badan Hukum
Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direkiorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia  sebagaimana felah  disampaikan  melalui  surat  Nomor
AHUZ2.AH.01.04.249 tanggal 18 Desember 2015

3. Surat saudara pada pokoknya menyampaikan bahwa surat jawaban Kementerian
Hukum dan HAM Nomor AHU2 AH.01.04.24% tznggzl 15 Desember 2015  masin
bermasaiah di daerah, sehingga Muhammadiyah dan amal usshanya tidak  dapat
menerima bantuan dari pemerintah daerah dan memohon kepada Menteri Hukum dan
HAM untuk menerbitkan surat penjelesan dan edaran kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota bahwa Muhammadiyah 'deri  seluruh  tingkatan Kepengurusan dan

seluruh amal usaha merupakan satu kssatuan badan hukum.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagaiberikut :

a. Berdasarkan Statblaad 1870 Nomor 84 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan
Berbadan Hukum. kewenangan Kementerian Hukum dan HAM bersifat legal
Administratif meliputi Pengesahan den  Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpuian Badan Hukum yang pada pelzksansanya secara tskhnis diatur pads
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Pennchonan Pengesahzn Badan hukum  dan persetujuan
Perubshan Anggaran Dasar Perkumpulan dan tidak dibsrikan kewenangan untuk
mengesahkan cabang dari suatU badan hukum

t. pada dasarnya Perkumpulan yang ‘elah mendapai pengesahan sebaga | badan
nukum, dapat mendirikan Cabang di seluruh Wilayah Indonesiz dznfatau mendirikan
amal/badan /kegiatan usaha dalam rangks mencapa | Maksud dan Tujuannya.
dengan mel<anisme dan ftata carz pembeniukan yang distur ebih anjut pada
Anggaran Dasar serta mengacu kepada ketentuan Peratuan Perundang-undangan
yang berlaku terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpuian.
Pembentukan struktur dan kepengurusan Wilayah' Cabang/ Ranting/ Penwakilan/
organisasi otonom dari suatu Badan Hukum Perkumpufan yang teleh mendapat
Pengesahan. dibentuk oleh Kepengurusan pusat dengan mekanisme internal yang
diatur oleh Anggaran Dasar, dimana kgalitas cabang dan kepengurusannya
ditentukan oleh Kepengurusan Pusat yang secara tekhnis mengikuti ketentuan
Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut serta
Peraturan Perundang-undangan terkait keberadaan Organisasi Kemasyarzkatan
yang berada di suatu Daerah tanpa harus mengajukan pengesahan status Badan
Hukum Wilayah/Cabang/Ranting/Penwakilan terssbut kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiz %scuz!i Anggaran Dasar Badan Hukum
tersebut membuat aturan pengecualian, dzlam hal ini dengan tegas menyatakan
bahwa cabang harus berbadan hukum tersendiri;

. terkait amal/badan /kegiatan usaha yang ada pada Badan Hukum Perkumpulan.

(g

didirikan dan berjalan dengan status serta kedudukan sesuai anggaran dasar dari



badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan instansi
terkait yang membidang i lingkup kegiatan yang mengacu kepada Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. khusus mengenai bantuan danjatau hibah yang dilakukan oleh pemerintah Pusat
dan atau Daerah, yang diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan khususnya
Organisasi Kemasyarskatan Berbadan Hukum yarg memilik cabang - csbang di
daerah, saudara dapat melakukan konfirmasi kepada Kementer ian Daiam Negeri
sebagai institusi yang berkatan dengan Pemerintah Daerah dan hibah sesus i

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2013 Tentang Pemerintahan Dasrah

Demikian agar menjadi maklum.

a.n.Menteri Hukum dadldfAsasi Manusia Republik Indonesia

Direktwlégirainistrasi Hukum Umum
fes " i

Tembusanyth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)



